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Disimpan dalam bentuk softcopt dan hardcopyApabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.
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1. Setiap permohon informasi dapat 

mengajukan sengketa informasi publik 

secara tertulis kepada komisi informasi 

Propinsi Jawa Tengah apabila jawaban 

permohonan keberatan atas informasi 

publik yang diinginkan.

Kelengkapan administrasi 

permohonan sengketa 

informasi publik 

ditetapkan komisi 

informasi Propinsi sesuai 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada hari dan jam 

kerja

Berkas permohonan 

sengketa informasi 

publik kepada Komisi 

Informasi Propinsi

2. Komisi informasi Propinsi, akan 

memberitahu secara tertulis kepada 

atasan PPID utama tentang adanya 

sengketa informasi publik.

Surat resmi KI Propinsi 

Jateng tentang adanya 

sengketa IP

Pada hari dan jam 

kerja

Surat resmi KI Propinsi 

Jateng tentang adanya 

sengketa IP

3. Atasan PPID memerintahkan PPID 

utama untuk membentuk tim fasilitasi 

sengketa informasi menetapkan tim 

fasilitasi sengketa informasi untuk 

mengupayakan penyelesaian sengketa 

informasi, yang dibentuk oleh PPID 

utama

Surat resmi KI Propinsi 

Jateng tentang adanya 

pengajuan sengketa IP

Pada hari dan jam 

kerja

Tanggapan tertulis dari 

atasan PPID perihal 

informasi yang 

disengketakan

4 PPI utama membentuk tim fasilitasi 

sengketa informasi di ketuai oleh PPID 

utama dan beranggotakan PPID 

pembantu terkait, pejabat yang 

menangani bidang hukum, pejabat 

fungsional, serta JFU yang sesuai 

dengan kebutuhan.

Surat resmi KI Propinsi 

Jateng tentang adanya 

pengajuan sengketa IP

Diajukan dalam 

waktu paling lambat 

2 (dua) hari kerja 

setelah diterimanya 

arahan tertulis dari 

atasan PPID.

SK PPID utama 

tentang pembentukan 

tim fasilitasi sengketa 

informasi publik

5 Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa 

informasi publik oleh tim fasilitasi 

informasi publik di komisi informasi 

publik

1. FC KTP semua 

anggota tim fasilitasi 

sengketa IP                               

2. Surat kuasa tim 

fasilitasi sengketa IP dari 

atasan PPID                             

3. Bahan/dokumen yang 

berhubungan dengan 

sengketa IP

Waktu ditentukan 

oleh KI Propinsi 

Jateng

Resume upaya 

penyelesaian sengketa 

informasi publik

NO KEGIATAN

Mutu Baku Ket

KELENGKAPAN
PEMOHON 

INFORMASI
Waktu Output

PPID 

UTAMA/PPID 

PEMBANTU

ATASAN 

PPID

Pelaksana

KOMISI 

INFORMASI



6 Tim fasilitasi sengketa informasi publik 

bersama PPID utama melaporkan 

proses penanganan sengketa informasi 

publik kepada atasan PPID.

Resuma upaya 

penyelesaian sengketa 

informasi publik

Dilakukan pada 

setiap tahapan 

dalam upaya 

penyelesaian 

sengketa informasi 

publik di KI 

Propinsi.

Dokumen resume 

upaya penyelesaian 

sengketa informasi 

publik.


